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Political Commitment to establishing Tambrauw as a conservation 
district in West Papua, has led to changes in conventional 
governance towards conservation management. Thus the institution 
as a unit responsible for organizing conservation district activities 
needs to be designed to oversee the policies of the conservation 
district concerned. This study aims to design a local institutional 
model of Tambrauw Regency as a Conservation District. The design 
process of the local institutional model was carried out from June 
2013 to December 2017 following the research and development 
method. Research data obtained from: (1) the results of expert 
interviews; (2) field notes, and (3) data suggesting improvements to 
the initial model draft and observers' observations on the 
implementation of trials (FGDs / Consultations) on a small and large 
scale. To see the significance of the comparison of the existing 
institutional models in the form of regional apparatus organizations 
(OPD) and the conservation district institutions offered, a t-test was 
conducted. The design process of the conservation district's local 
institutional building was carried out about the 8 key design 
principles offered by Ostrom on effective management institutions 
for common property. The results showed that conservation district 
institutions should be developed as a unit responsible for the 
mechanism of conservation district performance, which is non-body 
and more emphasized on the coordination function by the Agency for 
Regional Development Tambrauw Regency as coordinator of 
regional development planning.

Komitmen Politik pembentukan Tambrauw sebagai kabupaten 
konservasi di Papua Barat, mendorong terjadinya perubahan 
tatakelola pemerintahan konvensional menuju tatakelola 
konservasi. Dengan demikian kelembagaan sebagai unit yang 
bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan kabupaten 
konservasi perlu dirancang guna mengawal kebijakan kabupaten 
konservasi dimaksud. Penelitian ini bertujuan untuk merancang 
model kelembagaan lokal kabupaten Tambrauw Sebagai 
Kabupaten Konservasi.  Proses rancang bangun model 
kelembagaan lokal dilaksanakan sejak Bulan Juni 2013- Desember 
2017  mengikuti metode penelitian dan pengembangan  (research 
and development).  Data penelitian diperoleh  dari:  (1)  hasil  
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Pendahuluan

Latar belakang

Degradasi dan kerusakan  sumberdaya  alam,  

termasuk  sumberdaya  hutan khususnya kawasan 

konservasi,  bukan  hanya  menghilangkan spesies, 

tetapi juga kemunduran  kegiatan  ekonomi,   serta 

menghilangkan kehidupan komunitas  masyarakat 

adat,  suku  bahkan bangsa  tertentu. Bahkan telah 

terjadi kegagalan  dan  keberhasilan  kehidupan  

suku,  bangsa,  perusahaan,  dalam  melakukan  

pengelolaan  sumberdaya  alam  di  beberapa  negara 

(Diamond  2005).  Salah  satu  pelajaran  menarik 

yang diperoleh dari analisis Diamond  tersebut  

adalah  pentingnya  mengubah  arah  kebijakan  

secara  mendasar  dari  bangsa-bangsa  di  dunia  

untuk  menghindari  masalah-masalah  besar  yang 

dihadapi, khususnya akibat kerusakan sumberdaya 

alam. Perubahan  orientasi  kebijakan  dapat  

dilakukan  hanya  apabila  suatu  fenomena  tertentu  

yang  dihadapi  oleh  suatu  negara  dapat  difahami  

dari  berbagai  sudut  pandang  secara  komprehensif, 

termasuk perubahan  nilai-nilai  (values)  yang  

digunakan. Hal ini dipertegas oleh Peters (2000) 

bahwa ”institution must  become  institution”.  

Fakta membutikan bahwa upaya  perubahan  

kelembagaan  berupa  aturan  main  dan  

instrumennya  sering tidak  diikuti  oleh  pembaruan  

landasan  filosofi  dan kerangka  pikir  yang  

digunakan.  Akibatnya  peraturan  bertambah,  

lembaga  bertambah,  nama  lembaga  seringkali  

diubah,  tetapi  tipe  kebijakan  yang  dijalankan  

tidak  berubah,  sehingga tidak mengubah kinerja di 

lapangan.  Untuk hal itu Seiznick (1957) dalam  Peters 

(2000) mengatakan ”institutionalization involves 

infusing a structure with value”.  

Kegagalan  belajar  berbagai  bangsa juga terjadi 

akibat  lemahnya  para  pengambil  keputusan 

memahami  adanya  kondisi  sosial  yang  kompleks 

(Diamond 2005).  Ciri  complex societies  antara  lain:  

keputusan  yang  terpusat,  aliran  informasi  yang  

tinggi,  koordinasi  yang  tinggi,  instruksi  oleh  

kewenangan  formal,  dan  pemusatan  sumberdaya.  

Adanya  complex  societies  tanpa  disertai  adanya  

kemampuan  kelembagaan  untuk  mengatasinya 

hampir sela lu berakhir dengan kegagalan. 

Berdasarkan  temuan-temuan  di  atas,  kemampuan  

kelembagaan  perlu  diupayakan untuk  menunjang 

pengelolaan sumberdaya  hutan di Indonesia.  Selain 

Dalam teori property right, open acces akan 

menyebabkan tragedy of common (Hardin 1968). 

Oleh sebab itu sebagaimana ditawarkan oleh Birner 

dan Wittmer (2000) dan Nurrochmat (2005; 2005a), 

bahwa salah satu strategi pemilihan kelembagaan  

pengelolaan sumberdaya hutan yang optimal dapat 

berdasarkan pada kondisi objektif kapasitas negara 

dan kekuatan modal sosial.

Rumusan masalah

Sejak tahun 2011, pemerintah Kabupaten 

Tambrauw telah menetapkan kebijakan politik 

melalui misi pembangunan yang kelima yakni 

menjaga lingkungan dengan menetapkan Tambrauw 

sebagai Kabupaten Konservasi (Bappeda Tambrauw 

2014). Kabupaten konservasi dimaknai sebagai 

wilayah administratif yang menyelenggarakan 

pembangunan ber landaskan pemanfaatan 

berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga 

kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati, 

yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu 

(Kartodiharjo 2005). Adanya kebijakan kabupaten 

konservasi memberikan konsekuensi terhadap 

keseluruhan kebijakan, rencana dan program 

pembangunan di Kabupaten Tambrauw. Dimana 

kabupaten wajib menempatkan isu konservasi 

berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi 

perangkat daerah serta mampu diarustamakan ke 

dalam dokumen tersebut.   Namun  dalam 

kenyataannya selama lima tahun  pembangunan  misi 

ini belum dapat diwujudkan. Hal tersebut terlihat dari 

adanya alokasi anggaran OPD untuk kegiatan 

berbasis konservasi sangat rendah, kebijakan, 

rencana dan program Organisasi Perangakat Daerah 

(OPD) tidak tersaturasi dengan kebijakan kabupaten 

itu ada alasan lain mengapa  kelembagaan  sangat  

penting,  yaitu  luasnya  kawasan hutan yang secara de 

jure merupakan hutan negara, secara de facto 

merupakan open acces.  

Permasalahan utama terkait kelembagaan 

kabupaten konservasi adalah 1) hingga saat ini belum 

tersedia model kelembagaan kabupaten konservasi, 

2) terdapat asumsi bahwa kelembagaan dari sisi 

organisasi   yang  ada (eksis) di tingkat pemerintah 

daerah (OPD-organisasi perangkat daerah) masih 

Kelembagaan merupakan inovasi manusia untuk 

mengatur dan mengontrol interdependensi antar 

manusia terhadap sesuatu, kondisi atau situasi 

melalui  inovasi  dalam property  r ight  (hak 

kepemilikan), aturan representative atau batas 

yuridiksi (Pakpahan 1989). Kelembagaan juga dapat 

diartikan sebagai aturan main dan organisasi. 

Beberapa penulis telah menegaskan bahwa tumpang 

tindih peran dan kewenangan diantara berbagai 

institusi/ lembaga terkait  seringkali  menjadi akar 

dari carut marut pengelolaan hutan di Indonesia 

(McCarthy 2000; Brockhaus et al. 2012; Maryudi 2015). 

Kelembagaan sering diasosiasikan sebagai batasan-

batasan yang dibuat dalam sebuah arena politik untuk 

membentuk pola interaksi sosial dan politik antar 

i n d iv i d u / l e m b a g a ,  ya n g  s e c a ra g a m b l a n g 

mendefinisikan dan menentukan aturan dan 

prosedur dalam bertindak (North 1990; Ostrom 1999). 

Oleh karena itu, kelembagan harus diterjemahkan 

dalam aturan main yang disepakati sebagai sesuatu 

yang harus diikuti dan dipatuhi (memiliki kekuatan 

sanksi) dengan tujuan terciptanya keteraturan dan 

kepastian interaksi sosial. 

konservasi, masyarakat hukum adat sebagai elemen 

terbesar tidak berpartisipasi secara aktif. Semua 

elemen terkesan berjuang sendiri-sendiri pada arena 

aksi.  Fakta ini  membuktikan bahwa secara 

kelembagaan tidak tersedia aturan main/kebijakan 

formal yang dapat menciptakan situasi aksi 

partsipatif-kolaboratif dan bagaimana kebijakan 

tersebut terhubung dengan norma-norma adat dalam 

masyarakat yang sudah dimiliki secara turun 

–temurun. 
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wawancara  Pakar;  (2)   catatan  lapangan,  dan  (3)  data  saran  
perbaikan  draf  model  awal  dan  hasil  observasi  observer pada  
pelaksanaan  uji  coba (FGD/Konsultasi) dengan  skala  kecil  dan  
besar.  Untuk melihat signifikanis perbandingan model 
kelembagaan eksis berupa organisasi perangkat daerah (OPD)) dan 
kelembagaan kabupaten konservasi yang ditawarkan, maka 
dilakukan Uji-t.  Proses rancang bangun kelembagaan lokal 
kabupaten konservasi dilakukan mengacu pada terhadap  8  prinsip  
rancangan kunci  yang ditawarkan oleh Ostrom  tentang 
kelembagaan pengelolaan yang efektif terhadap sumberdaya alam  
lokal milik bersama (common property).  Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa, kelembagaan kabupaten konservasi layak 
dikembangkan sebagai unit yang bertanggungjawab terhadap 
mekanisme kinerja kabupaten konservasi, dimana bersifat non 
body dan lebih ditekankan pada fungsi koordinasi oleh Bappeda 
Kabupaten Tambrauw sebagai coordinator perencanaan 
pembangunan daerah. 
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bersifat parsial  dalam mengawal implementasi 

kabupaten konservasi. Kebijakan kabupaten 

konservasi pada dasarnya mensyaratkan perubahan 

tatakelola konvensional ke tatakelola kabupaten 

konservasi, perubahan mindset dan pengarustamaan 

spirit konservasi. Dengan demikian perlu dirancang 

sebuah model kelembagaan adaptif,  yang sifatnya 

collective agar mampu mengakomodir kepentingan 

misi pembangunan konservasi dimaksud. Model 

kelembagaan ini dikaji dan dikembangkan untuk 

mengisi ruang transformasi kawasan konservasi yang 

berada pada tanggungjawab wilayah administrasi 

pemerintah daerah. Model dalam konteks ini adalah 

sebuah rancangan abstraksi atau penyederhanaan 

dari mekanisme perwujudan kebijakan kabupaten 

konservasi yang mampu menggambarkan struktur 

dan interaksi serta perilaku seluruh  elemen guna 

mencapai  tujuan pembangunan Kabupaten 

Tambrauw sebagai kabupaten konservasi  (Purnomo 

2012). Model ini bersifat collective  karena tidak saja 

berkaitan dengan penggunaan sumberdaya bersama, 

tetapi ada prinsip-prinsip kolaboratif, partisipatif, dan 

kooperatif dalam hal komunikasi maupun interaksi 

antar elemen (Ostrom et al. 1993; Purnomo,2012)  

 Kerangka  penelitian 

Kondisi biofisik kawasan  yang didominasi oleh 

kawasan lindung (79%) merupakan faktor pembatas  

pembangunan. Sementara disisi lain dengan 21% luas 

kawasan budidaya  upaya pembangunan akan 

mengalami kendala. Artinya ketersediaan ruang 

pembangunan menjadi sempit. Tawaran konsep 

k a b u p a t e n  k o n s e r v a s i  m e n j a d i   p i l i h a n 

pembangunan yang dipilih dan  konsep tersebut 

dimasukan sebagai bagian dalam kebijakan 

pembangunan daerah khususnya pada misi 

pembangunan daerah  dan tertuang dalam dokumen  

rencana pembangunan daerah Kabupaten Tambrauw. 

Ditetapkan sejak tahun 2011, namun  pencapaiannya  

H a s i l  a n a l i s i s  p e n g e m b a n g a n  m o d e l 

dikombinasikan dengan norma-norma adat yang 

sudah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat 

adat Tambrauw untuk menilai performance model 

yang dibangun. Untuk menilai keefektifan dari model 

yang dirancang digunakan kriteria dari Ostrom yang 

dimodifikasi.   

belum optimal karena beberapa indikator seperti 

deklarasi kabupaten konservasi belum ada, peraturan 

daerah tentang pemberlakuan kabupaten konservasi 

belum disusun, tidak ada lembaga yang secara 

struktural bertanggung jawab terhadap keberhasilan 

atau kegagalan kebijakan tersebut dan dukungan 

masyarakat adat belum optimal. Artinya kebijakan ini 

hanya sebagai sebuah  dokumen daerah dan belum 

bekontribusi optimal terhadap pembangunan daerah 

dan kesejahteraan masyarakat .  Bagaimana 

mewujudkan hal tersebut, langkah yang ditempuh 

adalah  memastikan aspek kelembagaan yang jelas 

dalam tataran pemerintahan maupun  masyarakat 

adat.  Adapun kerangka penelitian ini disajikan pada 

Gambar 1.

Kelembagaan  secara struktural  didesain 

kemudian dilakukan uji coba dan pengembangan 

melalui tiga metode yaitu  diskusi group terfokus 

(FGD), uji publik dan penilaian  pakar.  FGD 

dilakukan  dengan mempresentasikan desain 

kelembagaan yang dirancang untuk mendapat 

masukan dari peserta. Proses ini dilakukan beberapa 

kali pada tingkat kabupaten dengan melibatkan 

semua OPD,  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 

pihak swasta dan masyarakat adat. Sementara itu, 
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Bahan dan Metode

Pe n e l i t i a n  m o d e l  k e l e m b a g a a n  l o k a l 

dilaksanakan di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat 

sejak  bulan Juni 2013 hingga Desember 2017. Kajian 

tentang model kelembagaan lokal kabupaten 

konservasi dilakukan melalui beberapa tahapan 

antara lain; identifikasi masalah, desain dan analisis  

model kelembagaan hingga FGD dan uji coba. 

Tercatat sekitar 6 kali proses FGD, konsultasi dan 

lokakarya para pihak untuk menghasilkan model 

yang  adaptif. Namun sebelum lokakarya awal 

dilaksanakan, draft awal kelembagaan dikonstruksi 

oleh tim yang ditunjuk  Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tambrauw. Dalam hal ini penulis 

bertindak sebagai partisipan   yang mengikuti semua 

proses diskusi dengan   Interval waktu yang  cukup 

panjang dilakukan sebagai bagian utama dalam 

menjawab tahapan-tahapan metode penelitian 

research and development. 

Desain model kelembagaan 

Untuk menghasilkan model kelembagaan sesuai 

tujuan penelitian, maka penelitian   menggunakan 

metode penelitian dan pengembangan.  Menurut  

Gall  dan  Borg  (2003)  research  and development   

digunakan  untuk  membentuk  produk  dan  

prosedur  baru,  yang  kemudian  diuji  di lapangan,  

dievaluasi,  dan  disaring  secara  sistematis  sampai 

memenuhi kriteria keefektifan, kualitas,  atau standar 

yang sama secara spesifik.  Sedangkan menurut 

Sugiyono (2011) penelitian  pengembangan  

merupakan  penelitian  yang  digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu,  dan  menguji  

keefektifan  produk  tersebut.  Berdasarkan pendapat 

tersebut metode research   and development  

merupakan metode penelitian  yang  digunakan  

untuk  menghasilkan  produk  tertentu,  dan  

kemudian  menguji  keefektifan  produk tersebut. 

Waktu dan tempat

Analisis data 

Pada  penelitian  ini  diadopsi   dan dimodifikasi 

sepuluh  langkah-langkah  penelitian  dari   Gall  dan  

Borg  (2003) dan Sugiyono  (2010) menjadi 4 langkah,  

yaitu  (1)  identifikasi   potensi  dan  masalah,  (2)  

pengumpulan  data. Proses pengumpulan data 

dilakukan  melalui wawancara dengan  Pemerintah 

Daerah (OPD) tingkat Kabupaten Tambrauw, DPR 

Kabupaten Tambrauw, Pakar dari lembaga perguruan 

tinggi dan Lembaga-Lembaga Non Pemerintah. 

Wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan 

pandangan tentang kabupaten konservasi  dan model 

kelembagaan yang akan dikembangkan.  (3)  Desain  

draft produk.  Hasil wawancara dan identifikasi  pada 

tahap sebelumnya, selanjutnya dijadikan sebagai 

materi awal bagi kerangka kelembagaan kabupaten 

konservasi.  (4)  uji coba dan pengembangan model. 

Pada tahap ini, dilakukan uji coba model dan validasi 

model. Model divalidasi melalui mekanisme fokus 

group diskusi (FGD) dan konsultasi publik lintas  

OPD, para pakar dan stakeholder.   Analisis 

perbandingan  faktor kelemahan kerangka 

kelembagaan  eksis (OPD)  di tingkat kabupaten  

terhadap model kelembagaan kabupaten konservasi  

dilakukan untuk mencari model yang adaptif dan 

fleksibel. asil akhir tersebut akhirnya menetapkan 

model kelembagaan lokal kabupaten konservasi 

sebagai  model  kelembagaan non body  dan 

mengembangkan fungsi koordinasi. 

Data  yang  dikumpulkan  dari  penelitian  ini  ada  

dua  jenis,  yaitu:  data  kualitatif  dan  kuantitatif.  

Data  kualitatif  diperoleh  dari:  (1)  hasil  wawancara  

dengan  beberapa responden Pakar sebagaimana 

terlampir,  (2)   catatan  lapangan,  dan  (3)  data  

saran  perbaikan  draf  model  awal  dan  hasil  

observasi  observer pada  pelaksanaan  uji  coba 

(FGD/Konsultasi) dengan  skala  kecil  dan  besar.  

Data  kuantitatif  diperoleh  dari:  (1)  penilaian  skala  

Untuk menghasilkan model, maka metode 

skoring digunakan untuk membantu para responden 

nilai  validasi  draf  model,  (2)  penilaian pada skala 

nilai observasi pelaksanaan  model,  dan  (3)  

penilaian  skala  nilai  observasi  keefektifan 

pelaksanaan model dalam ujicoba. Proses rancang 

bangun kelembagaan lokal kabupaten konservasi 

dilakukan mengacu pada terhadap  8  prinsip  

rancangan kunci  yang ditawarkan oleh Ostrom  

(1990)  tentang kelembagaan pengelolaan yang efektif 

terhadap sumberdaya alam  lokal milik bersama 

(common property). Ke delapan prinsip tersebut 

selanjutnya dimodifikasi sebagai variabel yang 

dianalisis dalam membangun kelembagaan  

kabupaten konservasi, antara lain:  1) Batas wilayah 

kelola, 2) Mekanisme pemanfaatan sumberdaya 

hutan yang spesifik dan sesuai dengan kondisi lokal, 

3) Modifikasi kebijakan dilakukan secara partisipatif 

dan dikelola secara lokal, 4) Dimilikinya mekanisme 

pemantauan sumberdaya alam, 5) Penyelesaian 

konflik, 6) Penerapan sanksi spesifik yang mengikat, 

7) Berbagai bentuk masukan, 8) Dimilikinya 

komitmen terhadap kelestarian SDA.  Kedelapan  

prinsip-prinsip ini selanjutnya dijadikan sebagai 

variabel kunci dalam membangun kelembagaan 

lokal. 

memberikan nilai dari kedua model yang disediakan. 

Rentang skor pada angket validasi,  observasi  model,  

dan  observasi  keefektifan  model ada empat, yaitu: 

(1) skor /nilai A untuk penilaian  sangat sesuai,  (2)  

skor/nilai  B  untuk   sesuai, (3) skor/nilai C untuk 

penilaian cukup sesuai,  dan (4) skor/nilai D untuk 

penilaian  kurang sesuai dan (5) skor/nilai E untuk 

penilaian sangat  kurang sesuai.   Hasil skoring kedua 

model dari responden kunci kemudian dilakukan 

analisis lanjutan untuk melihat total nilai akhir, mean 

dan rataan dari kedua model kelembagaan. Total 

responden yakni 19 orang.   Hasil skoring nilai akhir 

dari kedua model tersebut selanjutnya dilakukan 

analisis deksriptif kedua model sebagaimana pada 

Gambar    2. Langkah selanjutnya dilakukan Uji t guna 

melihat signifikansi kedua model kelembagaan. Hasil 

analisis tersaji dalam Tabel 1. 

Model Kelembagaan Kabupaten Konservasi

Hasil dan Pembahasan

Dalam upaya penetapan Kabupaten Tambrauw 

sebagai kabupaten konservasi, kelembagaan lokal  

yang ada (eksis) diidentifikasi untuk selanjutnya 

dibangun model kelembagaan yang sesuai dengan 

kebutuhan dan aspirasi pemerintah dan masyarakat. 

Arahan struktur kelembagaan kabupaten Tambrauw 

sebagai kabupaten konservasi sebagaimana disajikan 

pada Gambar 3.

Gambar 2. Model Kelembagaan Lokal Kabupaten Konservasi.
Figure 2. Conservation District Local Institutional Model
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Struktur kelembagaan kabupaten konservasi di  

Tambrauw  tidak melekat pada suatu lembaga atau  

berdiri sebagai institusi tersendiri melainkan suatu 

model birokrasi yang pengambilan keputusannya 

mengikuti rantai komando.  Struktur birokrasi secara 

umum mengacu kepada institusi-institusi publik 

seperti kementerian dan badan-badan tertentu yang 

mempunyai  kewenangan untuk mengambil 

keputusan yang didasarkan pada standar legal dan 

formal (Giessen  et al. 2014). Struktur birokrasi tidak 

hanya berada dalam satu aras saja, namun mencakup 

berbagai lembaga diberbagai level  dari pusat sampai 

dengan lokal (Krott  et al. 2014). 

Bappeda Tambrauw. Tugas pokok dan fungsi 

Bappeda sebagai  inst i tus i  perencana akan 

mengarahkan posisi organisasi perangkat daerah ini 

untuk menggunakan momen perencanaan daerah 

set iap tahunnya guna mengasesmen  dan 

H a s i l  o b s e r v a s i  d a l a m  p e n e l i t i a n  i n i 

menunjukkan bahwa pengembangan kelembagaan 

kabupaten Konservasi berkembang sesuai dengan 

dinamika dalam  diskusi-diskusi dan semi-loka yang 

dibangun dengan stakeholder di Kabupaten 

Tambrauw. Pembangunan model kelembagaan ini  

telah dilakukan melalui pengujian publik untuk 

memperoleh legitimasi dan persetujuan bersama 

seluruh stakeholder di Kabupaten Tambrauw dan 

telah dipresentasekan secara khusus di depan DPRD 

Kabupaten Tambrauw. 

Bupati Tambrauw sebagai penanggungjawab 

dalam pelaksanaan pembangunan kabupaten 

konservasi berperan memberikan instruksi dan 

menerima laporan kinerja dari Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan  setiap satuan 

kerja perangkat daerah (OPD) baik yang berbasis 

sumberdaya alam dan lingkungan hidup (SDALH) 

maupun non SDALH yang menjalankan program dan 

kegiatan sesuai Rencana Strategis (RENSTRA) dan 

Rencana Kerja tahunan (RENJA).

mengarahkan program- program aktor lainnya seperti 

OPD Lingkungan Hidup, OPD Pertanian, OPD 

Perikanan dan Kelautan ataupun OPD lainnya yang 

berstatus sebagai pendukung utama misi konservasi 

dalam implementasinya.  Setiap program dan 

kegiatan OPD tetap memperhatikan prinsip-prinsip 

perlindungan, pemanfaatan dan pengawetan 

sumberdaya alam secara bijaksana. OPD berbasis 

SDALH diharapkan dapat menetapkan 70% dari 

program dan rencana kerjanya berbasis konservasi. 

Sedangkan OPD non SDALH menetapkan minimal 

30%  program dan kegiatan yang mendukung upaya 

konservasi (Perda  Kabupaten Konservasi  2018).  

OPD berbasis SDALH terdiri dari : Dinas Pertanian, 

Dinas Peternakan, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan 

dan Kelautan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas 

Pekerjaan Umum dan Dinas Ketahanan Pangan. 

Sedangkan dinas-dinas atau Badan non SDALH 

antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas 

Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 

Dinas Infokom, Dinas Perhubungan, Dinas Dukcapil, 

Dinas Kesehatan dan lain-lain.

Tim Konsultasi Pembangunan Kabupaten 

Konservasi (TIM PKK).  Tim PKK  memberikan 

bantuan teknis dan pendampingan agar program 

kerja dan kegiatan sesuai dengan tujuan kabupaten 

konservasi  maka dibentuk t im konsultat i f 

pembangunan kabupaten konser vasi  (TIM 

Konsultasi  Pembangunan Kabupaten Konservasi) 

yang bersifat independen. Tim ini  terdiri dari Balai 

Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA), Perguruan 

Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga 

Masyarakat Adat (LMA),  Tim Kolaborasi KKLD Abun 

dan tim terpadu Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten (RTRWK).  Tim ini melaksanakan 

tugasnya berdasarkan perintah Bupati Kabupaten 

Tambrauw. Peran dan fungsi  Tim Konsultasi PKK 

adalah memberikan bantuan teknis, pendampingan 

dan konsultasi terhadap OPD, masyarakat adat, 

DPRD maupun masyarakat umum guna menjaga 

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan 

dapat berjalan sesuai dengan kriteria dan indikator 

penetapan dan penilaian Kabupaten Konservasi. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tim ini selalu 

b e r k o o r d i n a s i  d e n g a n  B u p a t i  s e l a k u 

penanggungjawab pelaksanaan.

Dewan Adat Suku (DAS).  DAS Tambrauw 

merupakan representatif masyarakat adat dari setiap 

suku yang memberikan masukan dan saran bagi 

pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan 

pembangunan serta selalu berkoordinasi dengan Tim 

Pembangunan Kabupaten Konservasi. Tugas lain dari  

DAS adat yakni mendorong agar batas wilayah kelola 

sumberdaya alam, sanksi adat serta mekanisme 

pemanfaatan sumberdaya alam secara lokal dan 

spesifik harus termuat dalam regulasi yakni Perda 

Kabupaten Konservasi dan Perda masyarakat adat.   

Sedangkan masyarakat umum merupakan subyek dan 

obyek  dari implementasi program dan kegiatan 

pembangunan berbasis konservasi, sehingga dapat 

memberikan saran-saran dan mengevaluasi kinerja 

pemerintah secara tidak langsung. Posisi DAS dalam 

kelembagaan kabupaten konservasi berada setingkat 

DPRD Tambrauw .  DPRD dalam konteks 

kelembagaan kabupaten konservasi merupakan 

lembaga representatif  masyarakat yang menjalankan 

fungsi legislatif sehingga bertanggungjawab dalam 

menyediakan perangkat hukum daerah yang 

mendukung pembangunan kabupaten konservasi 

dan  mengawasi/mengevaluasi upaya pelaksanaan 

program serta  kegiatan pembangunan yang 

dilakukan oleh setiap OPD agar sesuai dengan tujuan 

pembentukan kabupaten konservasi.  Tugas DPRD 

dalam konteks pembuatan kebijakan dilakukan 

secara partisipatif dan transparan. Peran lainnya 

DPRD  sebagai aktor yang  representatif masyarakat 

dilakukan melalui upaya menampung menyalur dan 

menmperjuangkan aspriasi masyarakat adat.

Kelembagaan  Kabupaten Konservasi yang  baru 

didesain dan kelembagaan OPD yang sudah eksisting 

memiliki perbedaan  secara struktur  maupun aturan 

main.  Kelembagaan OPD  secara struktur terikat oleh  

struktur organisasi pemerintahan dan memiliki 

aturan main  berdasarkan aturan-aturan pemerintah. 

Sedangkan kelembagaan kabupaten konservasi 

secara struktur bersifat non body  dan memiliki aturan 

yang terbangun dari kombinasi antara aturan  

pemerintah dan masyarakat adat. Perbedaan tersebut 

mempengaruhi perfomansi atau kinerja dalam  

pembangunan kabupaten konservasi. Perbedaan 

tersebut menjadi titik awal upaya merubah kebijakan, 

rencana program kabupaten konservasi dari partial 

menjadi  collective action. Aksi kolektif merupakan 

upaya bersama yang dilakukan oleh kelompok atau 

orang untuk mempengaruhi orang lain karena 

kepentingan bersama dan fakta sosial menunjukan 

bahwa aksi bersama tersebut telah membuktikan 

bahwa  kelompok pengguna sumberdaya lokal 

memiliki kapasitas dalam mengelola sumberdaya 

alamnya (Ostrom 1990; McCarthy et al. 2004).   Aksi 

kolektif ini akan mendorong perubahan sosial  yang 

membawa semangat, partisipasi, desentralisasi serta 

konservasi (Chambers & McBeth 1992).

Performansi kelembagaan lokal dalam studi ini  

direpresentasikan oleh batas wilayah kelola, 

mekanisme pemanfaatan sumberdaya hutan yang 

spesifik dan sesuai dengan kondisi lokal, modifikasi 

kebijakan dilakukan secara partisipatif dan dikelola 

dengan Bupati Tambrauw. Hal ini sebagai upaya 

akuntabilitas dan perannya sebagai kelompok 

penyeimbang pemerintah dalam pembangunan 

kabupaten konservasi. Posisi ini akan mengarahkan 

terbentuknya norma, standar, prosedur dan criteria 

pembangunan kabupaten konservasi.

Performansi Kelembagaan Kabupaten 

Konservasi 
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keputusan yang didasarkan pada standar legal dan 

formal (Giessen  et al. 2014). Struktur birokrasi tidak 

hanya berada dalam satu aras saja, namun mencakup 
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H a s i l  o b s e r v a s i  d a l a m  p e n e l i t i a n  i n i 

menunjukkan bahwa pengembangan kelembagaan 
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kolektif ini akan mendorong perubahan sosial  yang 

membawa semangat, partisipasi, desentralisasi serta 

konservasi (Chambers & McBeth 1992).
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Hasil analisis deskriptif  pada Gambar 2 

menunjukkan dengan jelas bahwa kelembagaan 

secara lokal,  dimilikinya pemantauan sumberdaya 

alam, penyelesaian konflik, penerapan sanksi spesifik 

yang mengikat, berbagai bentuk masukan, dan 

dimilikinya komitmen terhadap kelestarian SDA. 

Hasil analisis deskriptif  perbandingan kelembagaan 

OPD dan kelembagaan kabupaten konservasi tersaji 

pada Gambar 3 di bawah ini. 

kabupaten konservasi  memiliki nilai yang rata-rata 

lebih besar yakni 4.000 dibandingkan dengan 

kelembagaan eksis saat ini, yaitu kelembagaan OPD. 

Untuk lebih melihat kelayakan dan kesesuaian 

ke l e m b a g a a n  k a b u p a t e n  k o n s e r v a s i  d a n 

kelembagaan OPD eksisting, maka dilakukan Uji –t. 

Uji statistik ini dimaksudkan untuk melihat 

signifikansi kedua model yang dikembangkan

(Tabel 1).  

Batas wilayah kelola dalam kehidupan masyarakat 

Tambrauw merupakan pengetahuan yang “wajib” 

diketahui oleh semua masyarakat yang akan mewarisi 

hak secara turun temurun dalam suatu keluarga dan 

marga. Sebab hak kepemilikan berkaitan dengan 

eksistensi marga dan keberlanjutan kehidupan dari 

keturunan mereka secara turun  temurun termasuk 

p e n g u a s a a n  fi s i k ,  k l a i m  t e r i t o r i ,  d a n 

mempertahankan identitas budaya. Karena itu 

masyarakat Tambrauw secara defacto memahami 

batas-batas wilayah kelola mereka, meskipun  

berbasis tanda-tanda alam. Segala kekayaan dan 

potensi sumberdaya alam yang terdapat pada wilayah 

kelola diketahui sekalipun secara kuantitatif belum 

dapat dipastikan berapa jenis dan jumlahnya. 

Pengetahuan tersebut kemudian  dalam masyarakat 

meningkat menjadi kepastian hak dalam pengelolaan 

sumberdaya dan melahirkan hak eksklusi f 

(kewenangan untuk melarang orang lain di luar 

kelompok untuk memasuki wilayah kelola mereka) 

(Ostrom 1990). 

Kejelasan sumberdaya dan kelompok yang berhak 

memanfaatkan sumberdaya dapat mengurangi 

peluang terjadinya konflik serta meningkatkan 

komitmen mereka terhadap aturan yang ditetapkan 

(Dietz dkk. 2003), mengurangi ketidakpastian dalam 

penguasaan sumber daya dan memperjelas siapa yang 

akan menanggung biaya pengelolaan sumber daya 

secara kolektif.   Saat ini  beberapa marga seperti 

marga Wabia telah melakukan pemetaan hak ulayat 

dengan bantuan  LSM lokal.  Hasil pemetaan 

merupakan bentuk publikasi internal dan eksternal, 

sehingga ada pengakuan dalam kelompok masyarakat 

adat,  tetapi juga pemerintah (negara) dan 

stakeholder lain. Legalitas hasil-hasil pemetaan hak 

kepemilikan marga maupun suku menjadi termuat 

pada lampiran dalam  Peraturan Daerah  No.6/37/ 

2018 tentang Pengakuan  dan Perlindungan 

1) Batas wilayah kelola

Batas-batas wilayah yang jelas  mempertegas hak 

kepemilikan sehingga akan mendorong investasi 

(Besley 1995; Deininger & Jin 2006) dan peningkatan 

efisiensi produksi (Pejovic 1990). Hak kepemilikan 

juga  mempengaruhi perilaku dan kesempatan 

masyarakat adat di wilayah Tambrauw untuk 

memanfaatakan sumberdaya alam yang menjadi 

haknya (Grafton et al. 2000).  

Dalam konteks kelembagaan berbasis OPD batas-

batas wilayah secara dejure telah dimanfaatkan OPD 

untuk melakukan kegiatan-kegiatan berbasis  

konservasi namun  tidak semua mendapat legitimasi 

masyarakat adat pemilik hak ulayat.  Misalnya dalam 

kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) tidak 

dilakukan lagi di areal-areal yang menjadi sasaran 

RHL karena ada klaim-klaim hak ulayat sehingga  

terjadi pengalihan lokasi ke daerah tidak berkonflik.  

Hal ini memberikan gambaran bahwa ada unsur 

ketidakpastian karena dualisme hak. Secara dejure 

pemerintah daerah  menganggap memiliki  kawasan 

untuk dikelola,   tetapi ketika pelaksanaan 

kewenangan tersebut menjadi  lemah karena klaim 

pemilik hak ulayat.  Konsekuensi dari adanya 

dualisme hak,  pemerintah sebagai  pemilik 

sumberdaya perlu menetapkan bagaimana 

sumberdaya diperlakukan, sekaligus harus dapat 

menjamin bahwa sumberadaya yang dikelola sesuai 

dengan syarat kualitas dan kuantitas yang ditetapkan. 

Namun tampaknya pemerintah daerah hingga saat ini 

baru mampu menetapkan bagaimana sumberdaya 

diperlakukan oleh pihak investor dalam bentuk 

kewajiban-kewajiban IUPHHK, dan usaha kehutanan 

lainnya. Namun untuk masyarakat adat hal tersebut 

belum mampu dilakukan.  Sedangkan pada 

kelembagaan kabupaten konservasi masyarakat adat 

memiliki strata hak kepemilikan yang lengkap mulai 

masyaraka adat di Kabupaten Tambrauw dan 

dipertegas lagi dalam Perda No.5/36/2018 tentang 

Tambrauw sebagai kabupaten konservasi.  

Gambar  3. Deskripsi Hasil Perbandingan Kelembagaan OPD dan Kabupaten Konservasi
Figure 3. Description of Results of Comparison of Institutional OPD and Conservation Districts

Tabel 1. Hasil Uji-t perbandingan Kelembagaan OPD (Eksisting) dan Kelembagaan Kabupaten Konservasi
Table 1. Results of t-test comparison of Institutional OPD (Existing) and Institutional Conservation District
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penguasaan sumber daya dan memperjelas siapa yang 

akan menanggung biaya pengelolaan sumber daya 

secara kolektif.   Saat ini  beberapa marga seperti 

marga Wabia telah melakukan pemetaan hak ulayat 

dengan bantuan  LSM lokal.  Hasil pemetaan 

merupakan bentuk publikasi internal dan eksternal, 

sehingga ada pengakuan dalam kelompok masyarakat 

adat,  tetapi juga pemerintah (negara) dan 

stakeholder lain. Legalitas hasil-hasil pemetaan hak 

kepemilikan marga maupun suku menjadi termuat 

pada lampiran dalam  Peraturan Daerah  No.6/37/ 

2018 tentang Pengakuan  dan Perlindungan 

1) Batas wilayah kelola

Batas-batas wilayah yang jelas  mempertegas hak 

kepemilikan sehingga akan mendorong investasi 

(Besley 1995; Deininger & Jin 2006) dan peningkatan 

efisiensi produksi (Pejovic 1990). Hak kepemilikan 

juga  mempengaruhi perilaku dan kesempatan 

masyarakat adat di wilayah Tambrauw untuk 

memanfaatakan sumberdaya alam yang menjadi 

haknya (Grafton et al. 2000).  

Dalam konteks kelembagaan berbasis OPD batas-

batas wilayah secara dejure telah dimanfaatkan OPD 

untuk melakukan kegiatan-kegiatan berbasis  

konservasi namun  tidak semua mendapat legitimasi 

masyarakat adat pemilik hak ulayat.  Misalnya dalam 

kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) tidak 

dilakukan lagi di areal-areal yang menjadi sasaran 

RHL karena ada klaim-klaim hak ulayat sehingga  

terjadi pengalihan lokasi ke daerah tidak berkonflik.  

Hal ini memberikan gambaran bahwa ada unsur 

ketidakpastian karena dualisme hak. Secara dejure 

pemerintah daerah  menganggap memiliki  kawasan 

untuk dikelola,   tetapi ketika pelaksanaan 

kewenangan tersebut menjadi  lemah karena klaim 

pemilik hak ulayat.  Konsekuensi dari adanya 

dualisme hak,  pemerintah sebagai  pemilik 

sumberdaya perlu menetapkan bagaimana 

sumberdaya diperlakukan, sekaligus harus dapat 

menjamin bahwa sumberadaya yang dikelola sesuai 

dengan syarat kualitas dan kuantitas yang ditetapkan. 

Namun tampaknya pemerintah daerah hingga saat ini 

baru mampu menetapkan bagaimana sumberdaya 

diperlakukan oleh pihak investor dalam bentuk 

kewajiban-kewajiban IUPHHK, dan usaha kehutanan 

lainnya. Namun untuk masyarakat adat hal tersebut 

belum mampu dilakukan.  Sedangkan pada 

kelembagaan kabupaten konservasi masyarakat adat 

memiliki strata hak kepemilikan yang lengkap mulai 

masyaraka adat di Kabupaten Tambrauw dan 

dipertegas lagi dalam Perda No.5/36/2018 tentang 

Tambrauw sebagai kabupaten konservasi.  

Gambar  3. Deskripsi Hasil Perbandingan Kelembagaan OPD dan Kabupaten Konservasi
Figure 3. Description of Results of Comparison of Institutional OPD and Conservation Districts

Tabel 1. Hasil Uji-t perbandingan Kelembagaan OPD (Eksisting) dan Kelembagaan Kabupaten Konservasi
Table 1. Results of t-test comparison of Institutional OPD (Existing) and Institutional Conservation District
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dari mengakses dan memanfaatkan, hak mengelola, 

hak memindahtangankan dan hak merusak 

sumberdaya.  Dan hal ini secara yuridis telah diatur 

dalam  Perda  No.6/37/ 2018 tentang Perlindungan 

dan Pengakuan Masyarakat Adat.  

Dalam kelembagaan kabupaten konservasi 

 2) Mekanisme pemanfaatan sumberdaya hutan yang 

spesifik dan sesuai dengan kondisi lokal.

pemanfaatan sumberdaya hutan yang dilakukan 

masyarakat adat Tambrauw berbasis kearifan lokal.   

Mekanisme pemanfaatan terlihat pada aktivitas 

berburu, berkebun, bahkan sampai masalah 

pendidikan dan manajemen konflik. Tabel 2 

menunjukkan kearifaan lokal masyarakat adat 

Tambrauw.

Dalam kehidupan masyarakat adat  konsep 

masyarakat Mpur, Miyah, dan Ireres ada dua 

perspektif tentang konservasi yang dalam Bahasa 

Mpur disebut batiw dan nisikier (Syufi et al. 2012). 

Batiw artinya keramat dalam konteks bahwa suatu 

daerah dengan sekitar 2-3 Km . Sedangkan Nisikier 

merupakan daerah keramat dalam pandangan 

masyarakat bahwa ada kesepakatan secara budaya 

mereka seperti menanam bunga, menaruh piring, 

cawat, batu, kain timur, dan tengkorak manusia yang 

semua itu merupakan artifak manusia. Dalam Bahasa 

Miyah disebut dengan arbou dan totor. Selanjutnya 

suku Ireres telah mengklasifikasikan konsep 

konservasi dalam tiga bagian yaitu mofok, moger, dan 

marcah. 

3) Modifikasi kebijakan dilakukan secara partisipatif 

dan dikelola secara lokal

Pemanfaatan sumberdaya a lam dengan 

menggunakan hewan berburu, indra penciuman, 

indra penglihatan, suara,  dan jerat/perangkap 

menunjukkan bahwa masyarakat Tambrauw telah 

menyerap dan mengelola  pr ins ip -pr ins ip 

keberlanjutan dalam praktek pemanfaatan 

sumberdaya alam.  Profil pemanfaatan sumberdaya 

alam diatas merupakan ciri keberlanjutan sebab 

perburuan tetap mempertahankan metode 

tradisional berupa jerat dan skill lainya yang mana 

hasilnya hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan 

subistem. Hal ini berbeda dengan metode  perburuan 

modern yang menggunakan senjata api dan lainnya. 

Dampak penggunaan senjata api dalam berburu bagi 

masyarakat adat sangat mengangu rantai kehidupan 

ekonomi lokal di kampung-kampung sebab terjadi 

kelangkaan sumber burun serta lainnya.  Model 

kelembagaan lokal kabupaten konservasi dirancang 

dengan menempatkan posisi masyarakat adat sebagai 

subyek dan obyek pembangunan konservasi. 

Modifikasi kebijakan yang berlangsung di 

Tambrauw tidak lepas dari peran kepemimpinan 

Keterlibatan tokoh-tokoh adat, pemuda dan 

perempuan dan  organisasi sosial lainnya dalam 

proses pembangunan kabupaten konservasi 

menujukkan angka partisipasi yang yang sangat tinggi 

dimana rata-rata diatas 90% masyarakat menyatakan 

siap mendukung pengembangan Tambrauw sebagai 

kabupaten konservasi (Fahutan Unipa 2014; Pokja 

Kabupaten Kosnervasi, 2018). Secara defacto 

kebijakan kabupaten konservasi memiliki dukungan 

publik yang kuat  karena dibangun  berdasarkan 

mekanisme partisipatif dan dikelola oleh masyarakat 

adat sebagai subyek dan obyek pembangunan dan 

pemerintah sebagai regulator.

Hal penting yang dihasilkan melalui proses 

modifikasi kebijakan adalah sejumlah aturan-aturan 

tidak tertulis yang kemudian diadopsi menjadi aturan 

tertulis, yang juga memuat sanksi-sanksi terhadap 

pelanggaran yang bersifat spesifik, di mana bentuk 

dan nilai dari sanksi atas pelanggaran ditetapkan 

menurut hukum adat dan melalui mekanisme 

musyawarah adat atau sidang-sidang adat. Namun 

sanksi adat ini dilakukan dengan memperhatikan 

prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi 

manusia dan kelestarian lingkungan hidup.  

lokal. Dalam hal ini, peran kepala suku, kepala 

kampung, kepala marga (sub marga)  dan  Bupati 

se l aku p impinan daerah u tamanya da lam 

mengadaptas ikan aspek-aspek t radis i  dan 

kelembagan tradisional ke dalam kebijakan 

pembangunan di daerah.   Tua-tua adat dan tokoh 

pemuda juga berperan dalam proses penggalian 

aspek-aspek pengetahuan tradisional, utamanya 

terkait dengan pengetahuan ekologis pemanfaatan 

sumberdaya hutan. Demikian halnya dengan tokoh-

tokoh perempuan, yang turut berjuang dalam 

menggali kembali fungsi dan peran perempuan adat 

dalam konteks kekinian. 

Tabel 2.Kearifan lokal pada masyarakat adat Tambrauw
Table 2. Local Wisdom in the Tambrauw indigenous people
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dari mengakses dan memanfaatkan, hak mengelola, 

hak memindahtangankan dan hak merusak 

sumberdaya.  Dan hal ini secara yuridis telah diatur 

dalam  Perda  No.6/37/ 2018 tentang Perlindungan 

dan Pengakuan Masyarakat Adat.  

Dalam kelembagaan kabupaten konservasi 

 2) Mekanisme pemanfaatan sumberdaya hutan yang 

spesifik dan sesuai dengan kondisi lokal.

pemanfaatan sumberdaya hutan yang dilakukan 

masyarakat adat Tambrauw berbasis kearifan lokal.   

Mekanisme pemanfaatan terlihat pada aktivitas 

berburu, berkebun, bahkan sampai masalah 

pendidikan dan manajemen konflik. Tabel 2 

menunjukkan kearifaan lokal masyarakat adat 

Tambrauw.

Dalam kehidupan masyarakat adat  konsep 

masyarakat Mpur, Miyah, dan Ireres ada dua 

perspektif tentang konservasi yang dalam Bahasa 

Mpur disebut batiw dan nisikier (Syufi et al. 2012). 

Batiw artinya keramat dalam konteks bahwa suatu 

daerah dengan sekitar 2-3 Km . Sedangkan Nisikier 

merupakan daerah keramat dalam pandangan 

masyarakat bahwa ada kesepakatan secara budaya 

mereka seperti menanam bunga, menaruh piring, 

cawat, batu, kain timur, dan tengkorak manusia yang 

semua itu merupakan artifak manusia. Dalam Bahasa 

Miyah disebut dengan arbou dan totor. Selanjutnya 

suku Ireres telah mengklasifikasikan konsep 

konservasi dalam tiga bagian yaitu mofok, moger, dan 

marcah. 

3) Modifikasi kebijakan dilakukan secara partisipatif 

dan dikelola secara lokal

Pemanfaatan sumberdaya a lam dengan 

menggunakan hewan berburu, indra penciuman, 

indra penglihatan, suara,  dan jerat/perangkap 

menunjukkan bahwa masyarakat Tambrauw telah 

menyerap dan mengelola  pr ins ip -pr ins ip 

keberlanjutan dalam praktek pemanfaatan 

sumberdaya alam.  Profil pemanfaatan sumberdaya 

alam diatas merupakan ciri keberlanjutan sebab 

perburuan tetap mempertahankan metode 

tradisional berupa jerat dan skill lainya yang mana 

hasilnya hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan 

subistem. Hal ini berbeda dengan metode  perburuan 

modern yang menggunakan senjata api dan lainnya. 

Dampak penggunaan senjata api dalam berburu bagi 

masyarakat adat sangat mengangu rantai kehidupan 

ekonomi lokal di kampung-kampung sebab terjadi 

kelangkaan sumber burun serta lainnya.  Model 

kelembagaan lokal kabupaten konservasi dirancang 

dengan menempatkan posisi masyarakat adat sebagai 

subyek dan obyek pembangunan konservasi. 

Modifikasi kebijakan yang berlangsung di 

Tambrauw tidak lepas dari peran kepemimpinan 

Keterlibatan tokoh-tokoh adat, pemuda dan 

perempuan dan  organisasi sosial lainnya dalam 

proses pembangunan kabupaten konservasi 

menujukkan angka partisipasi yang yang sangat tinggi 

dimana rata-rata diatas 90% masyarakat menyatakan 

siap mendukung pengembangan Tambrauw sebagai 

kabupaten konservasi (Fahutan Unipa 2014; Pokja 

Kabupaten Kosnervasi, 2018). Secara defacto 

kebijakan kabupaten konservasi memiliki dukungan 

publik yang kuat  karena dibangun  berdasarkan 

mekanisme partisipatif dan dikelola oleh masyarakat 

adat sebagai subyek dan obyek pembangunan dan 

pemerintah sebagai regulator.

Hal penting yang dihasilkan melalui proses 

modifikasi kebijakan adalah sejumlah aturan-aturan 

tidak tertulis yang kemudian diadopsi menjadi aturan 

tertulis, yang juga memuat sanksi-sanksi terhadap 

pelanggaran yang bersifat spesifik, di mana bentuk 

dan nilai dari sanksi atas pelanggaran ditetapkan 

menurut hukum adat dan melalui mekanisme 

musyawarah adat atau sidang-sidang adat. Namun 

sanksi adat ini dilakukan dengan memperhatikan 

prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi 

manusia dan kelestarian lingkungan hidup.  

lokal. Dalam hal ini, peran kepala suku, kepala 

kampung, kepala marga (sub marga)  dan  Bupati 

se l aku p impinan daerah u tamanya da lam 

mengadaptas ikan aspek-aspek t radis i  dan 

kelembagan tradisional ke dalam kebijakan 

pembangunan di daerah.   Tua-tua adat dan tokoh 

pemuda juga berperan dalam proses penggalian 

aspek-aspek pengetahuan tradisional, utamanya 

terkait dengan pengetahuan ekologis pemanfaatan 

sumberdaya hutan. Demikian halnya dengan tokoh-

tokoh perempuan, yang turut berjuang dalam 

menggali kembali fungsi dan peran perempuan adat 

dalam konteks kekinian. 

Tabel 2.Kearifan lokal pada masyarakat adat Tambrauw
Table 2. Local Wisdom in the Tambrauw indigenous people
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Secara informal masyarakat adat telah memiliki 

kemampuan memantau sumberdaya alam yang ada di 

wilayah kelolanya. Pemantauan ini jelaskan oleh 

adanya batas-batas hak ulayat berbasis marga dan 

teknik pemanenan serta pemanfaatan  yang bersifat 

subsisten.   Pemantauan berbasis hak dan teknik 

pengelolaan sumberdaya alam sudah dimiliki 

masyarakat Tambrauw merupakan rule of the game 

berbasis adat. .  Dalam pemanfaatan sumberdaya 

alam terdapat kelompok opportunis, rent seeking dan 

f ree  r ider  yang  memanfaatkan ke lemahan 

masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah 

Tambrauw berupaya untuk melegalkan hukum-

hukum adat dan sanksi adat dalam bentuk peraturan 

daerah sebagai proteksi terhadap kelompok  

“eksternal”.   Upaya proteksi dilakukan oleh 

pemerintah daerah terhadap masyarakat adat 

dilakukan mengingat  pihak luar (ekternal) banyak 

yang sudah membangun upaya pemanfatan 

sumberaya alam dengan cara yang illegal..

5) Penyelesaian konflik

Penyelesaian konflik dalam masyarakat 

Tambrauw dilakukan berdasarkan tingkat masalah. 

Bila konflik terjadi antara masyarakat adat dengan 

4) Dimilikinya mekanisme pemantauan sumberdaya 

alam

Upaya pemantauan tidak hanya dilakukan oleh 

pemerintah dan masyarakat adat, tetapi juga oleh 

LSM lokal dan internasional, serta masyarakat 

pemerhati lingkungan.  Ini membuktikan adanya 

komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder untuk 

menjaga sumberdaya hutan dan memelihara kearifan 

lokal. Ketersediaan mekanisme pemanfaatan 

sumberdaya alam akan berjalan ketika aliran 

informasi dan kesepakatan pada model kelembagaan 

kabupaten konservasi dioptimalkan melalui fungsi 

control, fungsi perencanaan dan pengawasan yang 

akan dilakukan Bappeda sesuai tupoksi normatifnya 

atas dukungan masyarakat adat. 

Konflik tidak hanya terjadi dalam tatanan 

kehidupan masyarakat adat dengan masyarakat adat, 

tetapi dapat mencakup pihak-pihak luar.  Sebagai 

contoh kasus konflik pembangunan kebun kelapa 

sawit di Distrik Kebar yang ditentang oleh masyarakat 

Adat dan stakeholder lain di Papua Barat. Dalam kasus 

ini terdapat  banyak aktor yang berperan yakni  kepala 

suku, masyarakat pemilik hak ulayat, tokoh pemuda, 

tokoh agama dan tokoh perempuan bahkan kelompok 

mahasiswa dan legislatif terlibat secara langsung 

untuk mediasi dan advokasi. Secara teoritis keadaan 

ini menggambarkan konflik pemaknaan seperti yang 

diungkapkan dalam teori Foucault. Pemaknaan 

dipengaruhi oleh pengetahuan aktor. Pengetahuan 

inilah yang memberikan kekuasaan pada aktor untuk 

mengklaim kawasan tersebut sebagai hak miliknya 

dan memberikan kekuasaan untuk mengontrol dan 

mengelola sumberdaya hutan tersebut dan tidak 

diberikan kepada pihak apabila tidak melalui  

mekanisme yang diatur baik secara formal maupun 

informal. 

masyarakat adat pada tingkat marga maka tahap 

pertama akan diselesaikan  oleh Tua Marga, jika dapat 

diselesaikan pada tahap tersebut maka tidak perlu 

untuk ke tingkat yang lebih tinggi yaitu kepala suku. 

Masalah antar warga akan ditangani oleh Kepala 

Kampung dan Tua Marga. Secara umum masalah 

diakhiri dengan pembayaran denda tergantung berat 

tidaknya  masalah tersebut. 

Berdasarkan fenomena konflik di  Tambrauw, 

maka dapat dikatakan bahwa konflik sumberdaya 

hutan adalah konflik pemaknaan, konflik tenurial, 

konflik otoritas dan konflik livelihood (Rahmawati, 

2013).  Untuk konflik tenurial, konflik otoritas dan 

konflik livelihood  akan memperoleh dampak dari 

konflik sumberdaya hutan. Semakin tajam konflik 

sumberdaya hutan maka semakin terlihat adanya  

pihak yang tersubordinasi dan pihak lain yang 

menjadi superordinat. Masyarakat adat adalah pihak 

Masyarakat Tambrauw memiliki bentuk dan nilai 

sanksi atas pelanggaran ketentuan-ketentuan, yang 

ditetapkan menurut hukum adat dalam musyawarah 

adat. Menurut Masyarakat, tempat yang ditetapkan 

sebagai tempat pamali adalah wilayah yang dipercaya 

yang tersubordinasi, sedangkan Negara/pemerintah 

adalah pihak yang superordinat. Semakin Masyarakat 

tersubordinasi, semakin kurang  otoritas, dan 

semakin sulit masyarakat adat memperoleh 

kepentingannya atas hak akses kelola hutan maka 

semakin lenting masyarakat dalam mencari berbagai 

dukungan untuk menyelesikan konflik. 

6) Penerapan sanksi spesifik yang mengikat

sebagai tempat nenek moyang, wilayah perkembang-

biakan hewan buruan, sumber air, wilayah gunung 

dan wilayah yang diatur dalam hukum adat untuk 

dilarang untuk dimasuki entah untuk menebang 

kayu, berburu, maupun sekedar melewati.

Setiap aturan adat memiliki sanksi yang 

ditetapkan dan diyakini oleh masyarakat sampai 

sekarang. Jika ada pelanggaran adat maka orang yang 

melanggar dipercaya akan jatuh sakit. Selain itu juga 

pada pelanggaran-pelanggaran tertentu akan 

dikenakan denda adat dengan menggunakan hewan 

(babi), barang (piring atau kain timur), atau dengan 

menggunakan uang (Tabel 3).

Tabel  3. Jenis tempat pamali berdasarkan Informasi masyarakat adat Tambrauw
Table 3. Pamali place type based on information of Tambrauw indigenous people

181180

Fatem et al./ Jurnal Ilmu Kehutanan 14 (2020) 167-184 Fatem et al./ Jurnal Ilmu Kehutanan 14 (2020) 167-184

Nama Tempat Fungsi Jenis Larangan Sumber

 



Secara informal masyarakat adat telah memiliki 

kemampuan memantau sumberdaya alam yang ada di 

wilayah kelolanya. Pemantauan ini jelaskan oleh 

adanya batas-batas hak ulayat berbasis marga dan 

teknik pemanenan serta pemanfaatan  yang bersifat 

subsisten.   Pemantauan berbasis hak dan teknik 

pengelolaan sumberdaya alam sudah dimiliki 

masyarakat Tambrauw merupakan rule of the game 

berbasis adat. .  Dalam pemanfaatan sumberdaya 

alam terdapat kelompok opportunis, rent seeking dan 

f ree  r ider  yang  memanfaatkan ke lemahan 

masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah 

Tambrauw berupaya untuk melegalkan hukum-

hukum adat dan sanksi adat dalam bentuk peraturan 

daerah sebagai proteksi terhadap kelompok  

“eksternal”.   Upaya proteksi dilakukan oleh 

pemerintah daerah terhadap masyarakat adat 

dilakukan mengingat  pihak luar (ekternal) banyak 

yang sudah membangun upaya pemanfatan 

sumberaya alam dengan cara yang illegal..

5) Penyelesaian konflik

Penyelesaian konflik dalam masyarakat 

Tambrauw dilakukan berdasarkan tingkat masalah. 

Bila konflik terjadi antara masyarakat adat dengan 

4) Dimilikinya mekanisme pemantauan sumberdaya 

alam

Upaya pemantauan tidak hanya dilakukan oleh 

pemerintah dan masyarakat adat, tetapi juga oleh 

LSM lokal dan internasional, serta masyarakat 

pemerhati lingkungan.  Ini membuktikan adanya 

komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder untuk 

menjaga sumberdaya hutan dan memelihara kearifan 

lokal. Ketersediaan mekanisme pemanfaatan 

sumberdaya alam akan berjalan ketika aliran 

informasi dan kesepakatan pada model kelembagaan 

kabupaten konservasi dioptimalkan melalui fungsi 

control, fungsi perencanaan dan pengawasan yang 

akan dilakukan Bappeda sesuai tupoksi normatifnya 

atas dukungan masyarakat adat. 

Konflik tidak hanya terjadi dalam tatanan 

kehidupan masyarakat adat dengan masyarakat adat, 

tetapi dapat mencakup pihak-pihak luar.  Sebagai 

contoh kasus konflik pembangunan kebun kelapa 

sawit di Distrik Kebar yang ditentang oleh masyarakat 

Adat dan stakeholder lain di Papua Barat. Dalam kasus 

ini terdapat  banyak aktor yang berperan yakni  kepala 

suku, masyarakat pemilik hak ulayat, tokoh pemuda, 

tokoh agama dan tokoh perempuan bahkan kelompok 

mahasiswa dan legislatif terlibat secara langsung 

untuk mediasi dan advokasi. Secara teoritis keadaan 

ini menggambarkan konflik pemaknaan seperti yang 

diungkapkan dalam teori Foucault. Pemaknaan 

dipengaruhi oleh pengetahuan aktor. Pengetahuan 

inilah yang memberikan kekuasaan pada aktor untuk 

mengklaim kawasan tersebut sebagai hak miliknya 
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Tabel  3. Jenis tempat pamali berdasarkan Informasi masyarakat adat Tambrauw
Table 3. Pamali place type based on information of Tambrauw indigenous people
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7) Berbagai bentuk masukan 

Masyarakat Tambrauw memiliki kekuatan yang 

dapat digunakan dalam mengelola sumberdaya 

hutan, seperti: tenaga kerja, teknologi, informasi, dan 

modal sosial. Selama dua dekade pembangunan 

upaya percepatan pembangunan Tambrauw sebagai 

kabupaten konservasi tidak terlepas dari dukungan 

berbagai pihak/mitra pembangunan. Terkait dengan 

“berbagai bentuk masukan” dapat dijelaskan melalui 

sejumlah upaya yang telah dilakukan masyarakat 

Tambrauw dalam meningkatkan kemampuan 

sumberdaya manusia dalam mengelola dan 

memanfaatkan sumberdaya lahan dan hutan secara 

berkelanjutan. Salah satunya melalui kerjasama 

dengan berbagai mitra pembangunan dan lembaga-

lembaga penelitian dalam dan luar negeri. Hal ini 

membuktikan adanya komitmen yang dimiliki oleh  

masyarakat Tambrauw untuk mempertahankan 

kelestarian sumberdaya alamnya.  Melihat model 

kelembagaan kabupaten konservasi, maka dapat 

dikatakan bahwa model tersebut merupakan model 

yang adaptif dan fleksibel. Model adaptif merupakan 

model yang memposisikan masyarakat adat sebagai 

obyek dan subyek dalam pembangunan. Hal ini 

terlihat melalui posisi dewan adat suku (DAS) yang 

mana dalam kelembagaan kabupaten konservasi 

memiliki peran dan kedudukan yang sejajar dengan 

pemerintah . Hal ini telah mencirikan  partisipasi para 

aktor dengan aksi bersama serta adanya keterbukaan 

terhadap segala masukan dan perbaikan. 

8) Dimilikinya komitmen terhadap kelestarian SDA

Sebelum adanya komitmen pemerintah untuk 

menjadikan Tambrauw sebagai  kabupaten 

konservasi,  masyarakat Tambrauw telah hidup 

berdasarkan kearifan lokal yang menjadi 'pagar' 

dalam pemanfaatan sumberdaya alam.  Modal sosial 

masyarakat dalam menjaga alam ini telah berhasil 

mendokumentasikan melalui sejumlah nilai dan 

norma-norma adat pendahulu mereka dalam 

mengelola dan memanfaatakan sumberdaya hutan. 

Sejumlah nilai dan norma sosial yang dianggap 

relevan dengan konteks masa kini diadaptasi ke dalam 

aturan formal pemanfaatan sumberdaya alam dan 

lahan di Kabupaten Tambrauw. Bentuk konkrit aturan 

main yang dimiliki oleh masyarakat adat adalah telah 

disusunya draft Peraturan daerah tentang Pengakuan 

dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Perda 

Kabupaten Konservasi, Deklarasi perjanjian 

kerjasama antara pemerintah Kabupaten Tambrauw 

dengan Pihak TNI, POLRI  dan BBKSDA Papua Barat 

pada 3 September 2018 tentang pelarangan  

perburuan satwa liar serta perusakan hutan di wilayah 

hukum Kabupaten  Tambrauw. Terbentuknya 

Kabupaten Tambrauw sebagai kabupaten konservasi 

mendorong keser iusan pemerintah daerah 

melakukan pembenahan pada berbagai kebijakan, 

rencana dan program pemerintah daerah.  Kondisi ini 

sebagai bukti bahwa kabupaten konservasi sifatnya 

voluntary tetapi dalam implementasinya mandatory. 

Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa ke 

delapan prinsip yang dikembangkan Ostrom (1994), 

sebagian besar telah sesuai dengan kelembagaan 

kabupaten Tambrauw sebagai kabupaten konservasi . 

Terkait dengan batas wilayah kelola, mekanisme 

pemanfaatan sumberdaya hutan yang spesifik dan 

sesuai dengan kondisi lokal, modifikasi kebijakan 

dilakukan secara partisipatif dan dikelola secara lokal,  

dimilikinya pemantauan sumberdaya alam, 

penyelesaian konflik, penerapan sanksi spesifik yang 

mengikat, berbagai bentuk masukan, dan dimilikinya 

komitmen terhadap kelestarian SDA. Selain itu, 

pembenahan struktur lembaga yang dilakukan 

semakin memperjelas aturan representasi, “siapa 

berperan apa” di Tambrauw. Revitaliasi kelembagaan 

adat, atau dalam konsep Ostrom (1990) diistilahkan 

dengan modifikasi kebijakan, dilakukan secara 

partisipatif dan melibatkan perwakilan masyarakat 

adat dari Suku Mpur, Miyah, Ireres, Abun, Moi dan 

Bikar . Sementara itu, terkait dengan kemampuan 

masyarakat Tambrauw dalam “mel indungi 

sumberdaya alam” dan “pemantauan” dapat 

dijelaskan melalui eksistensi  kearifan lokal, yang 

merupakan tenaga operasional lembaga adat.

Kesimpulan 

1. Kelembagaan lokal kabupaten konservasi 

dibutuhkan sebagai upaya pengaturan aksi 

bersama dalam mewujudkan kebi jakan 

Kabupaten konservasi.

2. Upaya perubahan tatakelola kelembagaan 

kabupaten konservasi menjadi bagian dari upaya 

bersama mewujudkan perubahan tata kelola 

(reinventing), mengarahkan semangat partial 

konservasi dari satu aktor menuju aksi bersama 

yang melibatkan aktor lainnya karena kesamaan 

kepentingan.

4. Hasil analisis deskripitf  menunjukkan bahwa  

K e l e m b a g a a n  K a b u p a t e n  K o n s e r v a s i  

dimunginkan untuk dikembangkan di kabupaten 

Tambrauw dalam rangka mewujudkan misi 

konservasi. Kelayakan ini ditunjukkan dengan 

nilai akumulasi hasil uji-t dan signifikannya hasil 

p value yakni (< 0,000). 

3. Ke lembagaan L okal  Tambrauw sebaga i 

kabupaten konservasi dapat terwujudkan karena 

dibangun berdasarkan 8 variabel kunci efektivitas 

pengelolaan sumberdaya alam, antara lain; batas 

wilayah kelola, mekanisme pemanfaatan 

sumberdaya hutan yang spesifik dan sesuai 

dengan kondisi lokal, modifikasi kebijakan 

dilakukan secara partisipatif dan dikelola secara 

lokal,  dimilikinya pemantauan sumberdaya 

alam, penyelesaian konflik, penerapan sanksi 

spesifik yang mengikat, berbagai bentuk 

masukan, dan dimilikinya komitmen terhadap 

kelestarian SDA.
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